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ABSTRAK
Dalam suatu proses penyelesaian perkara perdata, salah satu tugas hakim adalah
menyelidiki apakah svatu bubungan hukum yang menjadi dasac dari gugatan itu
benar-benar ada atau tidak, hal ini dapat diketahui melalyi proses pembuktian oleh
para pihak. Alat bukti yang diatur dalam HIR dan RBg dapat dibagi atas lima vaitm
alat bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah, Tetapi dalam
prakteknya terdapat satu alat bukti lagi yang disebut dengan pemeriksaan di tempat.
Pemeriksaan di tempat adalah salah satu rangkaian proses pembuktian dalam
penyvelesaian perkara perdata vang pelaksanaannya dilakukan di luar ruang sidang
Pengadilan Negeri atau dilakukan di tempat dimanz benda yang menjadi objek
sengketa tersebut berada.
Penelitian imi dilaksanakan di Pengadilan Megeri Solok dengan tujuan untuk
mengetabui alasan bagl hakim dalam melakukan pemeriksaan di tempat dan prosedur
atau tata cara pelaksanaan pemeriksaan di tempat sebagai alat bukti tambahan dalam
proses pemertksaan perkara perdata di Pengadilan Neperi, hambatan-hambatan vang
diternui dalam pelaksanaan pemeriksasn di lempat seria cara mengatasi hambatan
tersebut dan pengaruh hasil pemeriksaan di tempat dengan pengambifan keputusan
bagl hakim dalam mengakhin suatu perkara perdata.
Metode penelitian yang digumakan adalabh dengan menpgunakan pendekatan yuridlis
sosiologis yang bersifal deskriptif, terdin dani data primer dan data sekunder, data
sekunder yang digunakan hersumber dari data bahan hukum primer dan bahan hukum
sckunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen,
sedangkan teknik pengolahan data dilakukan melalui proses editing, Terhadap semua
data dan baban yang telah diperoleh dan hasil penelitian akan disusun dan dianalisis
dengan menggunakan analisis keclitarif,
Pelaksansan pemeriksaan di tempat merupakan rangkaian pemeriksazn terhadap
sugtu perkara perdata tertentu yang mana benda vang menjadi objek perkara tidak
dapat dibadirkan di Persidangan, sedangkan hakim perlu melibat dan mengetahui
secara langsung keadzan dan benda yang menjadi ebjek perkara. Prosedur atan tata
cara darl pemeriksaan di tempat pada dasarmya sama saja dengan pelaksanaan
pemeriksaan terhadap alat-alat bukti vang dilakukan di dalam rang sidang
pengadilan, vang membedakan hanya dimana proses pemeriksaan  tersebut
berlangsung. Hasil pemeriksaan di tempat dapat dijadikan patokan atau dasar hukum
bagi hakim dalam pengambilan keputusan, agar dalam pelaksansan putusan dapat
dilaksanakan dengan baik dan jelas. IDalam pelaksanasn pemeriksaan di tempat
terdapat hambatan-hambatan yang berasal dari hakim, para pihak, pthak ketiga,
pejabat pemerintah setempat, pihak kepolisian, bencana alam dan cuaca.



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

aetiap permasalahan yang timbul di tengah-tengah masyarakat apabila tidak
dapat diselesaikan melalui jalan damai maka para pihak akan menempuh jalur hukum
melzlui lembaga peradilan. Dalam proses beracara di Pengadilan MNegeei jelas terdapal
tntutan perdata vang lazim disebul depgan pugatan, yang mana pgugatan ini
merupakan suatu jalan terakhir dalam rangka memperoleh perlindungan hukum yang
diberikan oleh pengadilan apar tindakan main hakim sendiri (eigenrichiing) tidak
menjaci tradisi di tengab-tengah masvarakat dalam rangka memperoleh keadilan.

"Eigenrichting  adalah  merupakan tindaken yang mempertahankan  hak
menurut kehendzk sendin dengan sewenzng-wenang tanpa memikirkan akibat hukum
vang ditimbulkan kemudian hard, untuk itulab undang-undang melarang tindakan
main hakim sendiri dalam mencari keadilan atau memperjuangkan hak tersebu™ !

Apabila sescorang merzsa haknya telah diambil atau dirmogikan oleh orang lain
maks berdasarkan aturan yang berlaku ia diperkenankan untuk meountul haknya
kembali melalui beracara di Pengadilan Megeri, untuk beracara para pihak harus
mentaati ketenfuan yang telah ditetapkan, oleh karena itu keberadaan hukum acara
perdata dan lembaga peradilan sangat penting sckali bap! para pihak vang mencari
keadilan. Proses beracara inl bizsanya tegadi apabila sesecrang merasa haknya

dirupikan oleh orang lain sementara keadilan dengan cara kekelvargaan tidak ia

sudikno Merokusumo, 2002, Hwbvm Acara Perdala Indonesia, Libery, Yopvakara, Him 2,



dapatkan, maka untuk menindak lanjuti permasalahan ini, orang tersebur akan
menggugat melalui Lembaga Peradilan untuk mendapatkan haknya kembali, Dalam
hal ini pengadilan diharapkan dapat menjalankan tugas pokoknya untuk menerima,
memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara vang  diajukan
kepadanya sesuai dengan ketentuan vang berlaku sebagai mana vang dijelaskan
dalam pasal 5 UU No, 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaita o

Ayat (1)

Pengadilan mengacili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
Avat (2)

Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala

bambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana,

cepat dan biaya murzh,

Dialam suatu proses perkara perdats, salah satu tugas dari hakim adalah
menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar dari gugatan i benar
ada atau tidak. Adanya hubungan bukum inilah yang menentukan nantinya
dikabulkarn atau ditolaknya gugatan penggupat, Pada pasal 163 HIRS Pasal 283 RBg
terdapat suatu ketentuan vang menyatakan “siapa vang mendalilkan sesuaty, dia harus
membuktikannya”. Secara sepintas ketentuan ini kelibatannya sangat mudah, akan
tetapi dalam prakteknya sangat sukar sekali untuk menentukan secara tepat siapa
vang harus membuktikan, namun sebagal pegangan dapat dikemukakan bahwa tidak

selalu satu pihak saja yang barus membuktikan, akan tetapt kedua belah pthakpun

} Undang-undang Noemor 4 Tahon 2008, 2006, Kekpasaan Kefakiman, Sinar Grafika, Hlm 3.
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juga dapat dibebankan untuk melakukan pembuktikan apabila hakim berkehendak,
hal ini dimaksudkan agar hakim dalam memproses dan memutus suatu perkara sesuai
dengan fakta dan kenyataan vang sebenamya.

Walaupun  para  pihak dalam svatn  persidangan  pengadilan  telah
mengemukakan bukti-bukti, namun belum tentu semua bukti vang dikemukakan oleh
parz pibak ity dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutus suatu
perkara, karena bukti vang tidak mempunyai hubungan langsung dengan perkara
vang sedang dihadapi tidak dapat dijadikan sebagai bukti, Akibat dari tidak sesuainya
bukti yang dikemukakan dengan perkara yang digjukan, maka gugatan akan ditolak.
Untuk i segala sesuaty yang menyangkut pokok perkara harus mampe untuk
menyaring semua alat bukti yang diperkarakan.

Dalam hukum ac.a.ra perdata, ada lima macam alat bukti vaitu ; bukti surat,
bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah sebagaimana vang terdapat dalam
rasal 164 HIR, pasal 284 RBg dan pasal 1866 KUHPdt Sclain dari alat bukti vang
rerdapat dalam HIR, RBg dan KUHPd: masib ada alat bukti lain vang cukup penting
dalam proses pembuktian yaitu apa vang dikenal denpan pemeriksaan di tempat
descente) yang diatur dalam pasal 133 HIR, 180 RBg dan keterangan ahli
exspertize] vang diatur di dalam pasal 154 HIR, 181 RBg.

Mengenai pemeriksaan di tempat bizsanva dilaksanakan jika perkam it
menvangkut benda tetap seperti rumah atau tanah karena permasalahannva henda
tersebut tidak hisa dibawa ke hadapan pengadilan, tetapi untuk benda bergerak vang

senar-benar tidak dapat dikadapkan di persidangan juga dapat dilakukan pemeriksaan

Ll



di tempat. Untuk benda bergerak yang dapat dihadapkan kepersidangan tidak perfu
dilakukan pemeriksaan di tempat karena pemeriksaan barang-barang tersebut sebagai
bukti dipersidangan pengadilan bukanlah suatu permasalahan eleb hakim, seperii
bukti surat, bukti saksi, persangkaan dan sumpah, karena semua ini dapat dilakokan
di hadapan pengadilan.

Menyanpgkut perkara tentang benda tetap dan bergerak yvang tidak dapae
dihadapkan ke persidangan sementara hakim perlu mengetahui secara langsung dan
jelas mengenai benda vang menjadi objek pugatan, maka hakim dalam  menecari
kebenaran dengan tidak hanyas mendengar kelerangan saksi ataw surat saja dapat
memindahkan persidangan tu ke lokasi di mana benda-benda tersebut itu berada.

Selain itu, pelaksanaan pemeriksaan di tempat ini dimaksudkan agar hakim
dapat memastikan apakah benda yang menjadi objek gugatan benar-benar ada atau
hanya direkayasa oleh para pihak.

Berdasarkan kenyataan di aas, untuk mengetahe lebibh jach mengenal
pelaksanaan perneriksaan di tempat, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu
penclitian tentang pemeriksaan di tempat sebagai alat bukti tambahan dalam sebuab
skripst dengan judul :

“PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DI TEMPAT SEBAGAI ALAT BUKTI
TAMBAHAN DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI

PENGADILAN NEGERI KELAS II A SOLOK”



B. Pernmusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang di ostas yang berkenaan dengan
pemeriksazn i tempat, akan dihadapkan pada banyvak permasalaban baik vang
bersifat vuridis, praktis, dan ekonomis.

Melihat begitu kompleksnya permasalaban yang ada, maka menunut penulis
perlu kiranva ditentukan suata roang lingkup permasalahan agar bahasan tidak
menyimpang dal juduel wvang telah dikemukakan, eleh sebab ity penulis akan
membatasi permasalaban sebagai berikut ;

. Apa vang dijadikan alasan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan di tempat
dan bagaimana prosedur atau tata cara pelaksanaan pemeriksaan di tempat
sebagal alat bukti tambaban dalam proses pemenksaan perkara perdata di

Peneadilan Megen Salak.

| g ]
"

Hambatan — hambatan vang ditemui dalam pelaksanaan pemeriksaan di tempat

seria cara mengatasi hambatan tersebut.

Lid

Bagaimana pengarch basil pemeriksaan di tempat sebaga alat bukti tambahan
dengan penpambilan putusan (Formis) oleh hakim dalam mengakhiri suatu
perkara perdata.
B Tujuan Fenelitian

Dalarm penulisan karva tulis ini akan terdapat tujuan-tujuan tertentu yang
szkalipus untuk memperlihatkan sasaran apa vang bendak dicapai dalam penulisan
karya tulis ini

Tujuan dari penelitian im adalah |
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A, Alasan bagi hakim dalam melakukan Pemeriksaan di tempat dan prosedur atau
tata cara pemeriksaan di fempat sebagai alat bukti tambzahan dalam proses
pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Neseri Solok

Sebelum menjelaskan hasil penelitian vang dilakukan tentang pelaksanaan
pemeriksaan di tempat, maka perlu diketahui terlebib dahulu mengenai perkara
perdata apa saja vang dapat dilakukan pemeriksaan di tempat,

Dalam setiap permasalahan privat yang timbul dalam masyarakat tidak
semuanya dapat diselesaikan dengan cara mufakat dan kekeluargaan, Hal inilah yang
menyebabkan pentingnva lembaga peradilan di Indonesia, puna membantu
masyarakat dalam memperoleh keadilan, Untuk memperolel keadilan tersebut,
masyarakat akan menempuh jalur hukum melalei lembaga peradilan,

Hakim sebagai vang memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, harus
memperhatikan kebenaran dari dalil-dalil dan alat bukti yang diajukan para pibak
vang berperkara di hadapan persidangan, sedangkan untuk alat bukti vang tidak dapat
dihadirkan di hadapan persidangan, maka pibak pengpugat, tergugat mavpun hakim
dapat mengajukan untuk dilaksanakannya pemerikszan di tempat.

Pelaksansan pemenksaan di tempat dapat dilakukan terhadap benda vang

tidak berperak seperti tanah, bangunan dan rumah, tetap: tidak menulup kemungkinan



BAR IV

PENUTUP

A, Kesimpulan

Berdasarkan dari uraizn pada bab-bab terdahuly sampailah pada kesimpulan

sehagai berikut -

L.

Alasan bagi Hakim dalam melakukan pemeriksaan di tempat adalah agar Hakim
memperoleh gambaran vang jelas dan pasti mengenai henda ya ng menjadi objek
perkara guna menghindari kesalahan dalam penerapan hukum dan nantinyg
sangat berguna pada saal proses ekvedusi. Proses atau tata cara pelaksanaan
pemerikszan di tempat pada dasanya sama saja dengan proses pemeriksaan alat-
alat bukti yang dilakukan dalam ruang sidang pengadilan yaitu hakim membulkg
sidang pemeriksaan di tempat sebagaimana yang dilakukan dalam proses
pemeriksaan perkars perdata yang dilaksanakan dalam ruang sidang pengadilan
dan menyvatakan terbuka untuk umum, hakim meminta keterangan kepada para
pihak mengenai objek perkara, apabila hakim mengangeap keterangan yang
dibutuhkan sudah cukup maka hakim akan menutup sidang dan mengumumkan
hari dan tangpal pelaksanaan sidang selanjutnya, proses pelaksanaan
pemeriksazn di tempat dan keterangan vang didapat selama pelaksanaan
pemertksaan di tempat akan dicatat oleh panitera dalam bentuk berita acara

sidang di tempat yang ditanda tangani oleh hakim dan ranitera ity sendin,

g
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Hambatan-hambatan vang ditemui dalam pelaksanaan pemeriksaan di tempat
yaitu hakim berhalangan hadir, para pihak atau salah satunya tidak hadie atay
teclambat menghadicd proses pelaksanaan pemeriksazan di tempat, pihak ketigs
yang merasa dirugikan, pejabat pemerintah setempat vang fidak mengetahui
dengan pasti mengenai objek perkara, pihak kepolisian yang menginginka
pembayaran dengan jumlah vang besar, letak objek perkara yang jauh dar
pemukiman  penduduk  dan  keadaan  alam yang tidak memungkinkan
terlaksananya proses pelaksanaan pemeriksaan di tempat.

Pemeriksaan di tempat ini dapat dijadikan patokan atau dasar hukum bagi
hakim dalam mengambil putusan terhadap suatu perkara perdata, dengan kata
lain pemeriksaan di tempat adalah pembuktian untuk menyakinkan hakim akan
kebenaran suatu peristiwa atay keadaan, sehingga memudahkan hakim dalam

menjatuhkan putusan yang adil dan bijaksana serta tidak merugikan para pihak.

Saran

Kiranya para pihak yang berperkara hendaklah memberikan keterangan vang
tidak berbelit-belit atau para pihak diharapkan dapat memberikan keteranpan
yang sesual dengan kenyataan atau fakta vang schenarnya, agar hakim sebagai
komisaris atau majelis tdak ragu menctapkan kepastian mengenai apa vang
menjadi sengketa serta tidak salah dalam memberikan putusan terhadap perkara

yang ditanganinya.

4
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Bagi para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemeriksaan di tempat
dibarzpkan mampu menjalankan tugasnya masing-masing sesual dengan atiran

vang berlaku,
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